
1. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tabun 1945;

Mengingat

a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggaJ, dan mendapatkan Ungkungan hidup yan@

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di

berbagai sektor di Kabupaten Muara Enim menimbuJkan

pertumbuhan Pernukiman sangat pesat yang mengakibatkan
muncuJnya permasalahan tata ruang Perurnahan dan

Pemukiman, salah satunya Perumahan Kurnub dan
Pemuldman Kurnuh;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan berwenang melakukan
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnub dan
Pcmukiman Kumub;

d. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu rnenetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Menimbang

BUPATI MUARA ENIM,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERU MAHAN KUMUH

DAN PEMUKIMAN KUMUH

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENlM

NOMOR 2 TAHUN 2023

BUPATI MUARA ENIM

PROVINS) SUMATERA SELATAN



Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUARAENIM
dan

BUPATIMUARAENlM

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat n dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2011 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Nomor

5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-lIndang 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepubLik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

NegaraRepubLikIndonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679). sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara RepubLik lndonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara RepubLik Indonesia

Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tabun 2016 Nomor 101,

Tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tabun

2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2016 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang RencanaTata

Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tabun 2018-2038
(Lembaran Daerab Kabupaten Muara Enim Taun 2018 Nomor

13);

(2)



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim

2. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Muara Enim.

4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

5. Rumah adaJah bangunan gedung yang berfungsi sebagai

tempat tinggai yang Jayak hum, sarana pembinaan keluarga,
cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
pemiliknya.

6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari

Pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
diJengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagai basil upaya pemenuhan nlmah yang layak huni,

7. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan bunian yang terdiri

atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai
Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai
penunjang kegiatan fungsl lain di kawasan perkotaan atau
kawasan perdesaan.

8. Lingkungan bunian adaiah bagian dari kawasan Pemukirnan
yang terdiri atas lebih dari saru satuan Pemukiman.

9. Kawasan Pemukiman adaiah bagian dari lingkungan bidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau Jingkungan hunian dan ternpat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasall

Bagian Kesaru
Pengertian

BABT
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMA.HAN KUMUH DAN PEMUKlMAN
KUMUH.
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10. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah
kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan
pengeodalian, tennasuk eli dalamnya pcogcmbangan

kelembagaan, pendanaan dan sistern pembiayaan, serta peran
masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

11. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami

penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunJan.
12. Pemukiman Kurnuh adalah Pemukiman yang tidak layak huni

karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan

bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana
dan Prasarana yang lidak memenuhi syarat.

13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk

menghindari tumbuh dan berkernbangnya Perumahan Kurnuh
dan Pemukiman Kumub baru.

14. Peoingkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan

kualltas bangunan serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum.

15. Masyarakat Bcrpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat

MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya
beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk
memperoleh rumah.

16. Prasarana adalah kelengkapan dasar Ilsik Ungkungan hunian

yang rnemenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bcrtempat
tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

17. Sarana adalah fasilitas daJam lingkungan hunian yang

berfungei untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

18. Utililas Urnurn adaJah kelengkapan penunjang untuk
pelayanan lingkuogan hunian.

19. Penelapan Lokasi Perumahan Kurnub dan Pernukiman Kurnub

adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kurnuh dan

Pernukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang
dipergunakan sebagai dasar dalarn Peningkatan Kualitas
Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnub.
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masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau

Pemukiman Kurnub yang tidak mungkin dibangun kembali

karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau
rawan bencana,

26. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang

berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggara
pendapatan dan belanja daerah, danJatau sumber dana lain

yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Perumahan dan

kawasan Pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan­
perundang-undangan.

27. Persetujuan Bangunan Gedung (pBG) adaJah perizinan yang
diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi. dan Zatau merawat
bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan
gedung.

Kembali adalah kegiatan memindahkan25. Pemukiman

20. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba

adalab sebidang tanab yang merupakan bagian dari Kasiba

ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi

dengan Prasarana Lingkungan dan selain itu juga scsuai
dengan persyaratan pembakuan tata Lingkungantempat tinggal

atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk
membangun kaveling tanab matang.

21. Pemeliharaan adalab kegiatan menjaga keandalan perumaban

dan Pemukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

22. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan
perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana

lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.

23. Pemugaran adalah kegiatan perbaikan tanpa perombakan

mendasar, serta bersifat parsial terhadap rumab serta

Prasarana,Sarana,dan Utilitas Umurn jika terjadi kerusakan
untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

24. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan

rnendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan
Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Pe.rumahan dan

Pemukiman.
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Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman

Kurnub;
h. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan

Kumub dan Pernukiman Kurnub baru;
c. peningkata.n Kualitas terhadap Perumaban Kumub dan

Pernukiman Kurnuh;

Pasal4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kurnuh dan
Pernukiman Kurnuh baru dalam mempertahankan Perumahan
dan Pemukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga
kualltasnya; dan

b. meningkalkan kualitas terhadap Perurnahan Kurnuh dan
Pemukirnan Kurnuh dalarn mewujudkan Perurnahan dan
kawasan Pemukirnan yang layak huni dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasl, dan teratur.

Pasa13

Peraturan Daerah inl dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut
dan operasionalisasi di Kabupaten terkait Perumahan dan Kawasan
Pernukirnan, yang merupakan landasan upaya Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnuh dan PernukimanKumuh.

Pasal2

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
29. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang

menyatukan diri secara sukarela dalam kelompokdikarenakan
adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan
kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki
kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
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c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

gedung

huruf a
(1) Kriteria kelrumuban ditinjau dan bangunan

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2)
meliputi:
a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadat.an bangunan yang tinggi yang tidak sesuai
dengan ketentuan rencana tata ruang; dan Zatau

Pasal 6

(2) Kriteria Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria
kekumuhan ditinjau dan:
a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;
d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persarnpahan; dan
g. proteksi kebakaran.

(1) Kriteria Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kumuh

merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan

kondisi kelrumuhan pada suatu Perumahan Kurnub dan
Pemukiman Kumuh.

Pasal5

Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh dan

Pemukiman Kurnuh

BAB II
KRITERlA DAN TlPOLOGI

PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKlMAN KUMUH

d. penyediaan tanah;
e. pendanaan dan sistem pembiayaan;

f. tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten; dan
g. kerja sarna, peran masyarakat, dan kearifan lokal.
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a. peruntUkan lokasi dan intensltne bangunan gedung;

b. arsitektur bangunan gedung;

(6) Persyaratan lata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf a terdiri atas :

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) terdiri dari :

a. persyaratan tata bangunan; dan

b. persyaratan keandalan bangunan gedung.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada

Perumahan dan Pemukiman:
a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana

Detail Tata Ruang. dan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan. paling sedikit pengaturan bentuk, besaran,

perletakan , dan tampilan bangunan pada suatu zona;

darr/atau
b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata

kualitas lingkungan dalam, paling sedikit pengaturan blok

lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi

lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi
lingkungan, dan wajahjaJan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai

dcngan ketentuan rencana tala ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung
pada Perurnahan dan Pemukiman dengan:

a. koefisien Dasar 8angunan yang melebihi ketentuan

Rencana Detail Tata Ruang, dan/ atau Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan; dari/atau

b. KoefisienLantai Bangunan (KLB)yang melebihi ketentuan

daJam Rencana Detail Tata Ruang, dan/atau Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan.

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan

gedung pada Perumahan dan Pemukiman yang tidak sesuai
dengan persyaratan teknis.
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lingkungan Perumahan atau Pemukiman; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh liogkungan
Perumahan atau Pemukiman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jaJan tidak
terhubung an tara den/atau dalam suatu lingkungan
Perumahan atau Pemukiman.

(3) Kualitas permukaan jalan Iingkungan buruk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruI b merupakan kondisi sebagian
atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan
jaJan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

lingkungan

(2) huruf b

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
melipuri:

a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh

Pasal8

Dalam hal terdapat Wilayahdalam Kabupaten yang belum memiliki

Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata 8angunan dan

Lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan
bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan

bangunan untuk jangka waktu sementara.

Pasal 7

c. pengendalian dampak lingkungan;
d. rencana tata bangunan dan Ungkungan; dan

e. pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau di bawah

tanah, air, dan Zatau Prasarana dan Sarana umum,

(7) Peryaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana pada

ayat (5)huruI b terdiri atas :
a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
b. persyaratan kesebatan bangunan gedung;

c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.
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(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d
meliputi:

a drainase lingkungan tidak tersedia;

b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan
air hujan sehiogga menimbulkan genangan; dan

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
(2) Drainase liogkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran
tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak

terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehiogga
menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan
genangan.

(3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air
hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana
cfunaksud pada ayat (1) huruI b merupakao koridiai dimarra

jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan

Pasall0

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf c meliputi:
a. akses aman air minum tidak tersedia; daa/atau
b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak

terpenuhi,

(2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat

tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat
kualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

(3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam

lingkungan Perumahan atau Pemukiman tidak mencapai
minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal9

(10)



(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 5 ayat (2)huntf {meliputi:

Pasal 12

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf e meliputi:
a. sistem pengelolaan air iimbah tidak memenuhi persyaratan

teknis; danyatau

b. prasaran dan Sarana pengelolaan air limbah tidak
memenuhi persyaratan teknis.

(21 Sislem pengeloiaan air limbah tidak memenuhi peryaratan
teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada

lingkungan Perumahan atau Pemukiman tidak memiliki sistem
yang memadai, yaitu terdiri dan kakus/kloset yang terhubung

dengan tangki septile baik secara individual/ domestik,
komunal, maupun terpusat.

(3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air
limbah pada Perumahan atau Pemukiman dimana:

a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;
dau/atau

b. tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat atau
terpusat.

Pasal 11

limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi

lebih dari 30 em (tiga puJuh sentimeter] selama lebih dan 2
(dual jam dan tcrjadi Icbih dari 2 (dual kali sctahun.

(4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana

kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian
tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi

kerusakan.
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(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran

sebagaimana dimaksud daJam PasaJ5 ayat (2)huruf g melipuli:
a. prasarana proteksi kebakaran tidak rersedia; dan/ atau

b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
(2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruI a merupakan kondisi dimana
tidak tersedianya:
a. pasokan air yang dipcroleh dan aumber alam maupun

buatan;

PasaJ 13

a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis; dan/atau
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis.
(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Sarana
persampahan pada lingkungan Perumahan atau Pemukiman

tidak memadai sebagai berikut:

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala
domestik atau rumah tangga;

b. tempat pengumpulan sampah atau TPS 3R (reduce, reuse,

recycle) pada skala lingkungan;
c. sarana pengangkut sampah pada skala Jingkungan;dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala

lingkungan.
(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi dimana pengelolaan porsampahan pada

lingkungan Perumahan atau Pemukirnan tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. pewadahan dan pernilahan domestik;

b. pengumpuJan sampah Lingkungan;
c. pengangkutan sampah lingkungan; dan

d. pengolahan sampah Lingkungan.
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(1) Tipologi Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnub

merupakan pengeiompokan Perumahan Kurnuh dan
Pernukiman Kurnuh berdasarkan letak lokasi secara geografis,

(2) Tipologi Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kumuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan
Kurnuh dan Pemukiman Kurnub:
a. di atas air;

b. di tepi air;

c. di dataran reodah;

d. di perbukitan; dan/atau
e. di daerah rawan bencana.

(3) Tipologi Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnuh
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan

kondisi spesifik di dalam daerah, diatur dalam Peraturan
Bupati.

(4) Tipologi Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan
dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

Pasal14

Bagian Kedua

TipologiPerurnahan Kurnub dan Pemukiman Kumuh

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya

kendaraan pernadam kebakaran;
c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya

kebakaran;dan/atau
d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang

mudah diakses.
(3) Saran a proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. AIal Pemadam ApiRingan;

b. kendaraan pemadam kebakaran; dan
c. mobil tangga sesuai kebutuhan.
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(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf a cWakukan alas kesesuaian terhadap:
a. perizinan:
b. standar teknis: darr/atau
c. kelaikan fungsi.

(2) Kesesuaian terhadap penzinan dan standar teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan b dilakukan
pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan
dan Pernukiman.

Pasal16

Paragraf 1
Umurn

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pencegahan tcrhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan

Kurnub dan Pemukiman Kurnuh baru dilaksanakan melalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pernberdayaan masyarakat.

Pasal15

Bagian Kesatu
Urnum

BABlli
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA

PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH BARU

(5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan

keberadaan tipologi Perumahan Kumub dan Pemukirnan

Kurnub sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka

keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.
(6) Ketentuan lebih Janjut mengenai tipologi Perumahan Kurnub

dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dengan Peraturan Bupati.

(14)



(1) Pemantauan terhadap tum.buh dan berkembangnya

Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnuh baru sebagaimana

Pasal 19

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

cara:

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan

berkembangnya Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kumuh baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan

Pasal18

Paragraf2

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

(1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan

huruf c dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis :
a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;
c. penyediaan air minum;

d. drainase Iingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

I. pengelolaan persampahan; dan
g. proteksi kebakaran.

(2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Pasal17

(3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan

Perumahan dan Pemukiman berdasarkan perisinan.

(is)



(4) Evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Pemukiman
terhadap:

Pemukiman.Perwnahan dan Kawasan

(1) Evaluasi dalam rangka Pencegahan lumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b

merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif
terhadap hasil pernantauan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran
masyarakat.

(3) Pernerintah Kabupaten dapat dibantu oleh ahli yang memiliki

pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang

Pasa! 20

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan

pengamatan yang dilakukan seeara :

a. langsung; dan/ atau
b. tidak langsung.

(2) Pemantauan sebagaimana climaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupateo deogan melibatkan
peran masyarakat.

(3) Pemantauan seeara Jangsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diJakukan melalui pengamatan lapangan pada
lokasi yang terindikasi berpotensi menjacli kumuh.

(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diJakukan berdasarkan:

a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan
dan kawasan Pemukiman; dan

b. pengaduan masyarakat maupun media massa.

(5) Pemantauan tcrbadap tumbuh dan berkembangnya

Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnuh baru sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) dilakukan secara berkala dan sesual
kebutuhan.

(16)



Pemberdayaan rnasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang
Perumahan dan kawasan Pemukiman melalui:
a. pendampingan; dan

b. pelayanan informasi.

Pasal22

Paragraf 1

Umum

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

(11 Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya

Pcrumahan Kurnuh dan Pcrnukiman Kumuh baru scbagaimana
dimaksud daJam Pasal 18 huruf c rnerupakan kegiatan

penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan

oleh Pcmerintah Kabupaten dengan rnelibatkan peran
masyarakat.

(3) Pemerintah Kabupaten dapat dibantu oleh ahli yang rnerniliki

pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang
Perurnahan dan Pernukiman.

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah

Kabupaten untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman
Kurnuh baru sesuai kebuluhan.

Pasal 21

a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan
tahap pembangunan; dan

b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan,

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya

Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnub baru.

(17)



(1) Pembimbingansebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau
penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau

larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kurnub dan
PemukirnanKumub.

(2) Pembimbingansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. pembimbingan kepada kelompokmasyarakat:
b. pembimbingankepada masyarakat perorangan; dan
c. pembimbingankepada dunia usaba.

Pasal25

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk

meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan
masyarakat terkait Pencegahan terbadap tumbub dan

berkembangnya Perumahan Kurnubdan Pemukiman Kurnub.
(2) Penyuluban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara langsung dan/ atau tidak langsung dengan
menggunakan alat bantu dan/ atau alat peraga.

Pasal24

a. penyuluban;
b. pembimbingan;dan

c. bantuan telmis.

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat

melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan

kapasitas KelompokSwadayaMasyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam

bentuk:

Pasal23

Paragra!2

Pendampingan
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(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
buruf b rneliputi pemberian informasimengenai:

Pasal28

Paragraf3
Pelayanan Informasi

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 buruf a

dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

a. dilaksanakan oleb Pemerintab Kabupaten melalui organisasi
Perangkat Daerab yang bertanggung jawab dalam urusan
Perumahan dan KawasanPemukiman;

b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegab tumbub dan
berkembangnya Perumaban Kurnub dan Pemukiman Kurnub
baru;

c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi darr/atau
tokoh masyarakat yang memilikipengetahuan dan pengalaman
rnemadai dalam bidangPerumahan dan Kawasan Pemukiman;

d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan

Pemukimanyangmembutuhkan pendampingan;

e. dilaksanakan dengan terlebib dahulu mempelajari pelaporan
hasil pemantauan dan evaluasi yang teiah dibuat baik secara
berkala maupun sesuai kebutuban atau insidental; dan

f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi
anggaran yang telab ditentukan sebelumnya.

Pasal27

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
buruf c meliputi fasilitas:

a. penyusunan perencanaan;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

c. penguatan kapasitas kelembagaan;

d. pengembangan altematif pembiayaan;dan/ atau
e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kabupaten

dengan swasta.

Pasal26

(19)



(1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan

Kurnub dan Pemukiman Kumub, Pemerintah Pusat/ atau
Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan, strategi, serta

pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan,
dan ekonomis.

(2) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kurnub dan

Pemukiroan Kurnub sebagaimana dimaksud pacta ayat (1)
ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan

dan menjaga kualitas Perumahan dan Pemukiman secara
berkelanjutan,

(3) Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud da1am ayat (1)

diJakukan pada Perumahan Kurnub dan Pemukiroan Kurnub
dengan luasan eli bawah 10 (sepulub) hektar menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal29

Bagian Kesatu
Umum

BABIV

PENINGKATAN KUAUTAS TERHADAP

PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

a. rencana tara ruang;

b. penataan bangunan dan lingkungan;

c. perizinan; dan
d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara langsung dengan sosialiallsasi danj atau

diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media
elektronik danj atau media cetak.

(3) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan

bahasa yang mudah dipahami.

(20)



Identifikasi Jokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)

huruf a, meliputi identifikasi terhadap:
a. kondisi kekumuban;

b. legalitas tanah; dan
c. pertirnbanganlain.

Pasal31

(1) Penetapan lokasi Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub

wajib didahului dengan proses pendataan yang rnelibatkan
peran masyarakat.

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada a.yat (1)

rnetiputi proses:

a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

(3) Penetapan lokasi Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati berdasarkan basil penilaian lokasi.

(4) Pcnetapan lokasi ditinda.klanjuti dengan perencanaan
penanganan Perurnahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnuh yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan
masyarakat.

Pasal30

Paragraf 1

Umum

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

(5) Pcningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kurnuh dan

Pemukiman Kurnub dengan luasan diatas 15 (lima belas))
hektar atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(4) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kurnub dan

Pemukirnan Kurnuh dengan luasan 10 (sepulub) hektar sampai
dengan 15 (lima belas) hektar menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi.
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(1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan

status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kurnuh

dan Pemukiman Kurnub sebagai dasar yang menentukan
bentuk penanganan.

(2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi aspek:

a kejelasan status penguasaan tanah; dan

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
(3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan
tanah berupa:

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak
atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah
lainnya yang sah; atau

b. keperoilikan pihak lain (terrnasuk milik adatj'ulayat],

dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak

atas tanah atau pernilik tanah dalam bentuk perjanjian
tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik
tanah dengan pemanfaatan tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap
peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Rencana Kahupaten.

Pasal33

(1) Identilikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat
kekurouhan pada Perumahan dan Pemukiman dengan
menentukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan
gedung beserta Prasarana dan Sarana pendulrungnya

(2) ldentifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kurnuh
dan Pemukiman Kumub.

Pasal32
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jiwa/ba;
c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 (dua

ratus satu sampai dengan ernpat ratus) jiwa/ha; dan

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk d.i atas 400 (empat
ratus) jiwa/ba.

(5) Kondisi sosial, ekonorni, dan budaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c rnerupakan pertimbangan potcnsi yang
dimiliki lokast Perumahan atau PemUk.i.manberupa:
a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam

mendukung pembangunan;

a. rendah yaitu kepadatan penduduk dl bawah 150 (seratus

lima puluh) jiwa/ha;

sedang yaitu kepadatan penduduk antara 1St - 200

(seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus]
b.

(3) Nilai stratcgis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perurnahan atau
Pemukiman pada:

a. fungsl strategis Kabupaten; darr/atau
b. bukan fungsi strategis Kabupaten.

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruI b
merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi

Perumahan atau Pernukiman dengan klasifikaei:

(2) ldentifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meJiputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;
b. kependudukan;dan

c. kondisi scsial, ekonorni, dan budaya,

(1) Identlfikasi pertimbangan lain sebagaimana climaksud dalam

Pasal 31 huruf c merupakan tabap identifikasi terhadap
beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan
skala prioritas penanganan Perumahan Kurnuh dan

Pemukiman Kumuh.

Pasal34
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a. ringan;
b. sedang;dan

c. berat.

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 ayat (2)

huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan

skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas taoah; dan

c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
klasifikasi:

PasaJ 36

iru.

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan
Pemukiman Kurnub dilakukan oleh Pemerintab Kabupaten
yang bertanggung jawab daJam PenyeJenggaraan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman.

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga

dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi
yang terindikasi sebagai Perumahan Kurnub dan Pemukiman

Kurnub.
(3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyiapkan
format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi

Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnub.
(4) Format Isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sebagaimana tercantum daJam Lampiran r yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasa135

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekooomi tertentu
yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan

c. potensi budaya yaitu adaoya kegiatan atau warisan budaya
tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

(24)



(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(3) diJengkapidengan:
a. tabeL daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman

Kurnuh; dan
b. peta sebaran Perumahan Kurnuh dan PemukimanKumuh.

Pasal38

berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar

penentuan prioritas penanganan.

Kumuh dan Pemukimanpola penanganan Perumahan

Kurnuh.
(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk

Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.
(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas tanah, dan
tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan

Pasal37

Paragraf2
Ketentuan Penetapan Lokasi

ini.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
klasifikasi:

a. status tanah legal;dan
b. status tanab tidak legal.

(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan

c. pertimbangan lain kategori tinggi.

(5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran n yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah
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(I) Penetapan lokasi perencanaan penanganan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4)dilakukan melalui tahap:

a. persiapan;

b. survei;

c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis:
e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualias

Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub; dan
[. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub.

Pasal40

(I) Penetapan lokasi scbagaimana dirnaksud Pasal 30 ayat (3)
dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu] kali dalam 5

(lima) tahun.
(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan I;llelaluiproses pendataan.

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengetahui

pengurangan jumJah lokasi darr/atau luasan Perumahan
Kurnuh dan Pemukiman Kurnuh sebagai hasil dan penanganan

yang telah dilakukan.
(4) Hasil peninjauan wang sebagairnana dimaksud pada ayat (I)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 39

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf

a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif,
titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas

penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kurnuh dan

Pemukiman Kurnub yang ditetapkan.
(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan hasil peniJaian aspek pertimbangan lain.

(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, dibuat dalarn suatu wilayah Kabupaten Muara Enim
berdasarkan tabel daftar lokasi.
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b. dalam hal lokasi memiliki k1asifikasi kekumuhan berat dan
sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang

dilakukan adalah Pemukiman Kemba1i;

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)

diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki k1asifikasi kekumuhan berat dan

sedang dengan status tanah legal. pola penanganan yang
dilakukan adalah Peremajaan;

Paw 42

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. pemugaran;

b. peremajaan; dan
c. pemukiman kembali.

(4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dari/atau Pemerintah

Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan

peran masyarakat.

(1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek

kondisi kekumuhan dan aspek legaHtas tanah.

(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncanakan dengan rnempertimbangkan tipologi Perumahan
Kurnuh dan Pernukiman Kurnuh.

Pasa141

Paragraf 1

Umum

Bagian Ketiga

Pola Penanganan

(2) Penetapan lokasi perencanaan penanganan Perumahan Kumuh
dan Pemukiman Kurnub sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar

penanganan Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kumuh.
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Pola penanganan Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnub
dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh

dan Pemukiroan Kurnub di atas air, penanganan yang
dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya

dukung, daya rusak air serta kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kurnub

dan Pemukiman Kurnub di tepi air, penanganan yang dilakukan

aarus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air,

pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kurnub

dan Pemukiman Kumuh di dataran rendah, penanganan yang
dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung

tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kurnuh

dan Pemukiman Kurnub di perbukitan, maka penanganan yang
dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya
dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan

e. dalam bal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kurnub

dan Pemukiman Kumuh di kawasan rawan bencaaa, maka
penanganan yang dilakukan harus mernperhatikan

karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah

serta kelestarian tanah,

Pasal43

c. dalam.hal lokasi mcmiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan
status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan adalah
Pemugaran; dan

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan
status tanah tidak legal, pola penanganan yang dilakukan

adalah Pemukiman Kembali.
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Pasal46

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 41 ayat (3)
huruf b dllakukan melalui pembongkaran dan penataan secara

Paragraf3
Peremajaan

(J) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud

daJam PasaJ 44 ayal (2)huruf a meJiputi:
a. identiftkasi permasaJahan dan kajian kebutuhan

Pemugaran;
b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
c. pendataan masyarakat terdampak;

d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
e. musyawarah untuk penyepakalan.

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konslruksi.
(3) Pemugaran pada tabap pasca konstruksi sebagaimana

dimaksud daJam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. perneliharaan dan perbaikan.

Pasa145

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada PasaJ 41 ayat (3)
huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah, Prasarana,

Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi
sebagaimana semula.

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui tahap:
a. pra konstruksi;

b. konstruksi: dan
c. pasca konstruksi.

Pasal44

ParagraI2
Pemugaran
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(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi:
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan

Peremajaan;
b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
d. pendataan masyarakal terdarnpak;

e. penyusunan rencana Percmajaan; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 ayat (3) huruI b meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan
hasil kesepakatan:

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada Jokasi

lain;
c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi

Pemukiman eksisting;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi

Peremajaan; dan

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca kcnstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3)huruI c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 47

menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/ atau
Utilitas Umum.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan terlebih dahulu meoyecliakan tempat tinggal
semeotara bagi masyarakat terdampak,

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cIilakukan
melalui tahap:

a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.
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(1) Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayal (3)huruf a meliputi:
a. kajian pernanfaatan ruang danj atau kajian legalitas tanah;

b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perurnahan
dan Pemukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;

C. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana Pemukiman baru, rencana

pembongkaran Pemukiman eksisting dan rencana
pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3)huruf b meliputi:
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan

hasil kesepakatan;
b. proses legalisasi tanah pada lokasi Pemukiman baru;
C. proses pelaksanaan kcnstruksi pembangunan Perumahan

dan Pemukiman baru;

Pasal49

(1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (3)huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan
secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana,

darr/ atau Utilitas Urnum pada lokasi baru yang sesuai dengan

rencana tala ruang.
(2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (11

harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat
tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

(3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan
C. pasca konstruksi.

Pasal48

Paragraf4
Pemukiman Kembali
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(1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi
Perumahan dan Pemukiman yang layak huni dan

berkelanjutan,

Pasal 51

Paragraf2
Pemeliharaan dan Perbaikan

(1) Pasca Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Pemukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk

mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan

Pemukiman secara berkelanjutan.
(2) Pengelolaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh masyarakal secara swadaya.
(3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten

untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam

pengelolaan Perumahan dan Pcmukiman Jayak huni.
(4) Pengelolaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. pembentukan KelompokSwadaya Masyarakat; dan

b. Pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 50

Bagian Keempat
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

d. pemantauan dan evaluasi peJaksanaan konstruksi

Pemukiman Kembali;
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan

f. proses pembongkaran pada lokasi Pemukiman eksisting.

(3) Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c
meliputi:
a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.
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(2) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumub dan Pemukiman Kurnuh sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)dapat dilakukan melalui:
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung

dikuasai negara;
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleb peroilik

tanah;

d. pemanIaatan dan pemindahtanganan tanah barang millk
negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;
e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;

dan/atau
f. pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­

undangan.

umum.

(1) Penyediaan tanah unruk Peningkatan Kualitas Perumahan
Kurnuh dan Pemukiman Kurnuh merupakan salah satu
pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan

Pasal53

(1) Pemerintah Kabupaten sesuai dcngan kewenangannya atas
ketersediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan

Kurnub dan Pernukiman Kumuh.
(2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk penetapannya eli dalam rencana tata ruang wilayah

merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal52

BABV

PENYEDIAAN TANAH

(2) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan,
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(1) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnub dan
Pemukiman Kurnub merupakan tugas dan kewajiban

Pemerintah Kabupaten.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan

koordinasi dengan Pernerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal55

Bagian Kesatu
Umum

BAB VII

TUGASDAN KEWAJIBAN PEMERlNTAHKABUPATEN

(1) Pendanaan dimaksudkan untuk rnenjamin kemudahan

pernbiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kurnub dan Pemukiman Kurnub.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

(3) Pendanaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bersumber
dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
(4) Sistern pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumub dan
Pemukiman Kumub dirumuskan dalam rencana penanganan
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal54

BABVl
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBlAYAAN
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(1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnub, Pemerintah

Kabupaten merniliki rugas:
a. merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta rencana

pembangunan daerah terkait Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumub dan PemukimanKurnub;

b. melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai
lokasi Perumahan Kumub dan Pemukiman Kumub;

c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
d. melakukan pembangunan Kawasan Pemukiman serta

Prasarana dan Sarana dan dalam upaya Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnuh dan Pemukiman

Kurnub;
e. melakukan pembangunan rumah dan Perumahan yang

layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin

dan masyarakat berpenghasilan rendah;
f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap

masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan

rendah;
g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan

kearifan lokal di bidang Perumahan dan Pemukiman; dan
h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnuh

dan Pemukiman Kumub.
(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I),

dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
(3) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan sinkronisasi

program antar organisasi perangkat daerab.
(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan

melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

Pasal56

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Kabupaten
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(3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk

menlngkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kumuh, melalui
penyuJuban, pembimbingan dan bantuan teknis; dan

b. memberikan pe1ayanan informasi kepada masyarakat
mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis
Perumahan dan Pemukiman serta pemberitaan hal-hal
terkait upaya Pencegahan Perumahan Kurnuh dan
Pemukiman Kurnub.

(2) KewajibanPemerintah Kabupaten pada tahap pengawasan dan

pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap

kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan
dan Pemukiman;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan
Perumaban dan Pemukiman; dan

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
kesesuaian kelaikan fungsi pads tahap pemanfaatan
Perumahan dan Pemukiman.

(1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam Pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kurnub dan
Pemukiman Kumub dilakukan pada tahap:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 57

Bagian Ketiga
KewajibanPemerintah Kabupaten
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(4) Kewajiban Pemerintab Kabupaten pada tabap peogelolaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi:
a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk

membangun partisipasi dalam pengelolaan;
b. memberikan Casilitasidalam upaya pembentukan Kelompok

SwadayaMasyarakat; dan

(3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap penanganan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi:
a. melak:ukanperencanaan penanganan terhadap Perumahan

Kumuhdan Pemukiman Kurnub;
b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil

perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh

dan Pemukiman Kurnub;dan

c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kurnub
dan Pemukiman Kurnub melalui pola-pola Pemugaran,

Peremajaan, danj atau PemukimanKembali.

(2) KewajibanPemerintah Kabupaten pada tabap peoetapan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:

a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kurnub dan
Pemukiman Kurnub melalui survei lapangan dengan

melibatkan peran masyarakat;
b. melakukan penilaian lokasi Perumab.ao Kurnub dan

PemukimanKumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumub dan

PemukimanKurnubmelaluiKeputusan KepalaDaerah; dan
d. meIaku.kan peninjauan wang terbadap ketetapan lokasi

Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumub sebagaimana

dimaksud Pasal 39 ayat (1).

(1) KewajibanPemerintah Kabupaten dalam Peningkatan Kualitas
terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kurnub

dilakukan pada tahap:
a. penetapan lokasi;

b. penanganan; dan

c. pengelolaan.

Pasal58
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(1) Kerja sama antar pemangku kepentingan yang dapat

dlkembangkan dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnuh yaitu:
a. kerja sarna antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan

Usaha MilikNegara/Daerah/Swasta; dan

Pasal60

Bagian Kesatu
KerjaSarna

BAB Vlll
KERJA SAMA. PERAN MASYARAKAT. DAN KEARlFAN LOKAL

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya. melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi.
(2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. mela.kukan sinkronisasi kebijakan dan strategi daerah
dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan kebijakan dan
strategi Provinsidan Nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumub kepada
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap

Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumub di daerah
dengan rencana pembangunan Provinsidan Nasional; dan

d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis

dalam bentuk pernbinaan, perencanaan dan pembangunan
terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumub dan Pemukiman Kumub.

Pasal 59

Bagian Keempat
Pola Koordinasi

c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat
dalam upaya Pemeliharaan dan Perbaikan.
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(1) Peran masyarakal dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kurnuh dan Pernukiman Kurnuh
dilakukan pada tabap pengawasan dan pengendaliaan ..

(2) Peran masyarakat dalarn Peningkatan Kualitas terhadap
Perurnahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnuh dilakukan pada

tahap:
a. penetapan lokasi Perumahan Kurnuh dan Pemukiman

Kumub;

b. perencanaan penanganan Perurnahan Kurnub dan

Pemukiman Kurnub;
c. penanganan Perumahan Kurnuh dan Pernukiman Kurnub;

dan

Pasal 61

Paragraf 1
Peran Masyarakal Dalam Pencegahan dan

Peningkalan Kualilas

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

b. kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan

masyarakat dan/ atau perseorangan.
(2) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha

milik negara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf a dapat dikembangkan melalui:

a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab
sosial perusahaan; dan

b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan untuk mendukung Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnuh dan Pemukiman

Kurnub.

(3) Kerja sama antara Pernerintah Kabupaten dengan masyarakat
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dikernbangkan melalui peningkatan peran rnasyarakat daiam
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perurnahan Kumuh dan

Pernukiman Kurnuh.
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Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kurnuh

dan Pemukiman Kurnub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat 2 huruI a, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi pads proses pendataan lokasi Perumahan Kurnuh

dan Pemukiman Kurnuh, dengan mengikuti survei Iapangan
dan/ atau memberikan data dan inIormasi yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
darr/atau

b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kurnub dengan dasar
pertimbangan berupa dokumen atau data dan inIormasi terkait
yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal63

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dapat meliputi :
a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari

bangunan, Perumahan dan Pemukiman pada tahap

perencanaan serta rurut membantu Pemerintah Kabupaten
dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari
perencanaan bangunan, Perumahan dan Pemukiman eli
lingkungannya;

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari
bangunan, Perumahan dan Pemukiman pada tahap

pembangunan serta turut membantu Pemerintah Kabupaten
dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis
dari pembangunan bangunan, Perumahan dan Pemukiman di

Iingkungannya; dan/atau
c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi

bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada

tahap pemanfaatan eli lingkungannya.

Pasal62

d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas
Perumahan dan Pemukiman secara berkelanjutan.
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Daiam proses Pemugaran, Perernajaan, dan/atau Pernukirnan
Kembalisebagaimana dimaksud dalam pasal 65, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi
penyepakatan rencana Pemugaran, Peremajaan, darr/atau
Pemukiman Kembali;

c. berpartisipasi dalam peJaksanaan Pemugaran, Peremajaan,
dan/ atau Pemukiman KembaJi baik berupa dana, tenaga
rnaupun material;

Pasal66

Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kurnub dan
Pemukiman Kurnub sebagaimana dimaksud dalam Pasal61 ayat (2)

huruf c dilakukan dalarn proses Pemugaran,Peremajaan,dan/atau
Pernukiman Kembali.

Pasal 65

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan
Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kumuh sebagimana dimaksud

dalam Pasal61 ayat 2 huruf b dapat meliputi:
a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada

tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kurnub dan

Pemukiman Kurnuh;
b. memberikan pendapat dan pertirobangan kepada instansi yang

berweoang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan
Kumuh dan Pemukiman Kurnub;

c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan

Perurnahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub pada lokasi terkait
sesuai dengan kcwenangannya; dan/atau

d. mcnyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap basil
penetapan perencana penanganan Perumahan Kurnub dan
Pemukiman Kumuh dengan dasar pertirobangan berupa

dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan
dalam proses penyusunan rencana.

Pasal64
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Peran masyarakat pada tahap pengeJolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa! 61 ayat 2 huruf d dapat meliputi:

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah

Kabupaten dalam Pemeliharaan dan Perbaikan eli setiap Iokasi
Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kumub yang telah
tertangani;

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok
swadaya masyarakat pada upaya Pemeliharaan dan Perbaikan
baik berupa dana, teoaga maupun material;

e. menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan Perbaikan rumah
serta Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum eliPerumahan dan
Pemukiman;

d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan;

dan/atau
e. meiaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d,

kepada instansi berwen.ang agar proses Pemeliharaan dan
Perbaikan dapat berjalan lancar.

Pasa167

d. membantu Pemerintab Kabupaten daJam upaya penyeeliaan

tanah yang berkaitan dengan Pemugaraan , Peremajaan, dan
/atau Pemukiman Kembali terhadap rumah, Prasarana, Sarana,

dan/ atau Utilitas Umum;
e. membantu menjaga ketertiban daJam pelaksanaan Pemugaraan,

Peremajaan, danj'atau Pemukiman Kembali;

r. meneegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan Pemugaraan, Peremajaan,

dan/atau Pcmukiman Kembali; dan/atau
g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f

kepada instansi berweoang agar proses Pemugaran,
Peremajaan, dan/ atau Pemukiman Kembali dapat berjaJan

lancar.

(42)



(1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan
Kawasan Pemukiman, maka Pemerintah Kabupaten dapat

memberikan insentif kepada badan hukum dan MBR.

(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada badan
hukum sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dapat berupa:
a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

PasaJ 70

BAB rx
INSENTIF -DISINSENTIF

Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnub
di Kabupaten perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan

lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak

bertentangan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Bagian Ketiga
Kearifan LokaJ

(1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya
untuk mengoptimaIkan peran masyarakat dalam Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kurnub dan Pemukiman

Kurnub.
(2) Kelornpok swadaya masyarakal dlbentuk oleh masyarakat

secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah.
(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu

dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya
Masyarakat yang sejenis.

(4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

PasaJ 68

Paragraf2
KelompokSwadaya Masyarakat

(43)



(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mcnyelenggarakan
pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria,
spesifikasi, persyaratan, Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum

yang dipcrjanjikan.

(2) Setiap orang dilarang membangun Perumahan dan/atau
Pemukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi
Perumahan dan Pemukiman.

(3) Sctiap orang dilarang membangun Perumahan, danj'atau
Pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan

bencana bagi barang ataupun orang.
(4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan

rumah, Perumahan, danj atau Pemukiman yang tidak sesuai
dengan fungsi dan pemanfaatan ruang,

(5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-haJangi
kegiatan Pemukiman KembaJi, Rumah, Perumahan, dau/atau
Pemukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Kabupaten setelah terjadi kesepakatan dengan
masyarakat seternpat,

Pasa171

BABX
LARANGAN

b. pemberian kompensasi; dan/atau

c. kemudahan perizinan.
(3) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada MBR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. pernberian keringanan atau pembebasan pajak dan

retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan;

b. pemberian kompensasi;

c. bantuan Peningkatan KuaJitas Rumah serta Prasarana,
Saran a, dan Utilitas Umum; dan/atau

d. kemudahan perizinan.
(4) Ketentuan lebib lanjut mengenai mekanisme pemberian

insentif dan disinsentif dan Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Bupati.

(44)



(1) Setiap orang atau badan hulrum yang tidak memenuhl

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dapat berupa antara lain:
a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada
pelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada
pengelolaan Perumahan;

e. penguasaan sementara oJeh Pemerintah Kabupaten (segel);
f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka

waktu tertentu;

g. membangun kembali Perumahan sesuai dengan kriteria,
spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum
yang diperjanjikan, dan standar;

h. pembatasan kegiatan usaha;

I. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
j. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;

k. pembekuarr/pencabutan sural bukti kepernilikan rumah;
1. perintah pembongkaran bangunan rumah;
m. pcmbekuan Perizinan Berusaha;

Pasal 72

BABXJ

SANKS!ADMlNlSTRATIF

(6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan
Perumahan dan Pemukiman, dilarang mengalihfungsikan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar fungsinya.
(7) Sadan hukum yang belum menyeJesaikan status hak atas

tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan
Pemukiman.

(8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.

(9) Sadan bulrum yang membangun Lisiba dilarang menjual
kaveling ianah rnatang tanpa rumah.

(45)



Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan
yang tidak sesuai dengan laiteria, spesifikasi, persyaratan,
Prasarana, Saran a, dan Utilitas Umum yang eliperjanjikan, yang
mengakibatkan timbulnya korbanj'kerusakan terhadap kesehatan,
keselama tan , dan/stau lingkungan dipidana sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

BABXJn
KETENTUAN PIDANA

(1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah

diketahui terjadi suaru peristiwa yang diduga merupakan
tindak pidana dalam penyeLenggaraan Perurnahan dan
Kawasan Pemukiman berdasarkan laporan kejadian.

(2) Selain Penyidik pejabat Kepolisisan Negara Republik lndonesia,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil eliLingkunganPemerintah Daerah

dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan
terhadap peLanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,

Pasal 73

BABXn
KETENTUAN PENYIDTKAN

o. pencabutan Perizinan Berusaha;

o. pengawasan;
p. pembatalan Perizinan Berusaba;

q. kewajiban pemulihan fungsi Lahan dalam jangka waktu

tertentu;

r. pencabutan inseotif;

s. pengenaan denda administratif; dan/atau
t. penutupan lokasi.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan
Pernukiman.

(46)



Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin

pembangunan rumah, perumahan, dan /atau Pemukiman yang
tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang, dipidana
sesuai dengan ketentuan Peraruran Perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun Perumahan,

darr/atau Pemukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, dipidana

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka

selain pidana penjara dan pidana denda terhadap

pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum
berupa pidana denda sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun Perumahan
dari/atau Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pass! 71
ayat (I), ayat (2)dan ayat(3), dipidana scsuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalarn hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka
selain pidana penjara dan pidana denda terbadap

pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum
berupa pidana denda sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penetapan
lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38

diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puJuh juta rupiah).

Pasal 75

(47)



Peraturan Daerah ini muJai berlaku pada saat tanggaJ

diundangkan.

PasaJ82

BABXV
KETENTUAN PENUTUP

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini rouJai berlaku, maka semua
ketentuan dan/atau dokumen yang sedang disusun wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini muJai berlaku, seroua
ketentuan danj atau dokumen yang telah ditetapkan atau
dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini
dinyatakan masih tetap bedaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal81

BABXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Setiap Badan Hukum yang roengalihfungsikan Prasarana, Sarana,

dan UtiUtas Umurn di Iuar fungsinya, dipidana sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PasaJ 80

Setiap orang yang dengan sengaja menoJak atau menghalang­
haJangi kegiatan Peroukiman Kembali rumah, Perumahan, atau

Pemukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Kabupaten setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat
setempat, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

Pasal 79

(48)



NOMOR REGISTE:R PE:RATURANDAERAH KABUPATEN MUARA ENiM PROV1NSI
SUMATERA SELATAN : (1-5/2023)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARAENIM TAHUN 2023 NOMOR 2.

RlSWANDAR

dto.

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 9 Februari 2023

AHMAD USMARWI KAFFAH

dio.

Pit. aUPATl MUARA ENrM,

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 9 Februari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

(49)



.......... ,. , ,' " ' .." .

Koordina~ .
Dernogre.fis:
Jumll'lh ..
Jumlah Laki-Lajd : ..
Jumlah Perempuan : ..
Jum\ah Ke1uerga: .

Administratif:
RW

............................................................................. - .Luas Area

C. DATA UMUM LOKAS1
Nsma Lokasi ; .

1.1. FORMAT 1SlAN.
A.DATA
Nama .
Surveyor , , ..
Jabatan , ,..
Alamal .
Hari/Tanggal Survei : ..

B. DATA BESPONDEN
Nama Responden : .
Jabatan .
Alamal ..
No. Te1p. . ..
Hari/Tongga! Pengisian : ..

Tabe1 l. Format Isian Identi1ikasi Lokasi Perumahan Kurnuh
dan Pemukiman Kurnuh

Dalam prosedur pendataan, Pemerintah Kabupaten menyiapkan
format isian identifikasi lokasi dan formal numerik lokasi

Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kumuh.

A. FORMAT ISlAN IDENTIFlKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERlK

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKlMAN KUMUH,

FORMULASI PENILAlAN LOKASI, FORMAT PENETAPAN LOKASI

PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKlMAN KUMUH, DAN FORMAT

HASIL PENINJAUAN ULANO

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA
ENTMNOMOR 2 TAHUN 2023.
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENlNGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PEMUKIMAN KUMUH



76% - 100%kepadatan bangunan
pada
lokasi tidak sesuai ketentuan
51%- 75% kepadaranbangunan
pada
lokasi tidak sesuai aruran
25% - 50% kepadatan bangunan
padaLokasi tidak sesuai ketentuan

2. Tingkat kepadatan Bangunan
NilaiKDBrata-rata .
8angunan
NilaiKLBrata-rata : "" .
Bangunan

Kesesuaian tingkat r­
kepadatan
bangunan (KOB. _
KLBdan
Kepadatan
bangunan) dengan _
araban RDTRdan
RTBL

-
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan
ketidak-teraturan bangunan pada lokasi

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR/ RTBLyang menjadi
rujukan Penataan bangunan

Mohon dapat dilampirkan 1 Coto yang memperlihatkan ketidak-teraturan
bangunan Pada lokasi.

I-- 25% _500/0 area tidak memiliki sarana
'-- proteksi kebakaran

76% - 100%bangunan pada lokasi tidak
rnemilikiketeraruran-
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

P. KONDISI BANGUNAN
I. K~-tidalaera{uranBangunan

Kesesuaian

Kesesuaian tata - 76% - 100% area riclak memiliki
bangunan dan sarana
tata kualitas _ proteksi kebakaran
lingkungan 51% - 75% area tidak memiliki sarana
dengan arahan proteksi kebakaran
RTBL

bentuk,
besaran,
perletakan
dan tampilan
bangunan
dengan r-
Araban RDTR 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak

'-- rnemiliki keteraturan

Kelur-ahan
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Perrnaaalahan
Potensi
'l'ipologi
Pete Lokasi

· , , .
· _ .
· ._ .
· _._ __ .
·• _o_o •••••••

· , , .
· , .
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76% - lOO%area memiliki kuaJitas
pennukaan
yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
51% -75% areamemiliki kualitas
permukaan
yang buruk (reta!<dan perubahan bentuk)
25% - 50% area memiliki kuaJitas
permukaan yang buruk [retak dan
perubahan bentuk)

jaJan perkerasan lentur

jalao perkerasan kaku
jalan perkerasan kombinasi
jaJan taopa perkerasan

KuaJitas
Permukaan
JaJan

2. Kualitas Permukaan
JaJan Jenis

permukaan Jalan

......._._ .._ _ .

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan
jaringan jalan lingkungan pada lokasi

25% • 50% area tidak terlayani oleh
jaringan jalan Iingkungan

ayaoan
76% - lOOOkarea tidak terlayani oleh
jaringan jalao Iingkungan
51% - 75% area tidak terlayani oleh
jaringan jaJan Iingkungan

1. Cakupan jaringan
Lingkungao
Perumahan dan
Pemukiman
yang
dilayani oleh
Jaringan Jalan
Liogkungan

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0••••• _o •••••••••

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan
teknis bangunan

......................................................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••

Mohon dapat dilampirkan 1foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian
denganPersayaratao teknis bangunan pada lokasi.

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

76% - 100%bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% baogunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

PengendaJian dampak lingkungan

Kcndisi
bangunan
gedungpada
Perurnahan dan
Pemukitnan

pembangunan bangunan gedung eli
atas
danj'atau dibawah tanah, air,
dan/atau
prasarana / sarana umum
keselematan bangunan gedung
kesehatan bangun.an gedung
kenyamanan bangunan gedung
kemudahan bangunan gedung

3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan Teknis bangunan
Persyaratan
Bangunan
gedung
yang telah
diatur

3



......... .

MohOndapat dilampirkan 1 fotoyang memperlihatkan genangan pada
lokasi tersebut bila ada .

76% - 100%area teljadi genangan >30 em,
>2jam dan > 2 x setahun
51% - 75% area terjadi sc:oangan >30 em,
>2 jam dan> 2 x setahun
25% - 50% area terjadi genangan >30 em,
>2jam dan> 2X seushun

Luas
Genangan

2. Ketidakmampuan Men alirkan Limpasan Air
Geoangan Lebihdar! (tinggi 30 em, selama 2 jam dan
yang teIjadi 2 x setahun)
Terjadi Kurang dan (tinggi 30 em, selama 2 jam

dan teIjadi 2 x setahun)

..- _- _ .

Mohondapat dilampirkan 1 foroyang memperlibatkan
ketidaktersediaan saluran tersier danIatau saharan loka! atau
ketidakterbubungan saluran lokal dengan saluran hirarki di atasnya
ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran hirarki di atasnya
pada lokasi.

76% - 100% area tidak teIjadi drainase
lingkungan dan/atau tidak terhubung
dengan hirarki di atasnya
51% - 75% area tidak teIjadi drainase
lingkungan dan/atau tidak terhubung
dengan hitarki di atasnya
25% - SOOA.area adak terjadi drainase
lingkungan danj'atau tidak terhubung
dengan hirarki di atasnya

terseier
dan/atau
Saluran
lokal pada
lokasi

G. KONDISI PENYEDIAAN AIRMlNUM
1. Ketersediaan Drainase

Saluran

......................................... __ .

Mohondapat dilampirkan 1 fotoyang memperlibatkan ketidaksesuaian
dengan Persayaratan teknis bangunan pada lokasi.

2. Tidak Terpenuhin a Kebutuhan Air Minum
Kapasitas 76% - 100% populasi tidak terpenuhi
Pemenuhan kebutuhan air minum minimalnya
Kebutuhan 51% - 75% populasi tidak terpenuhi
(60 LI Han) keoutuhan air minum minimalnya

25% - 50% populasi tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minimalnya

F. KONDISI PENYEDlAAN AIR MlNUM
1. Ketidaktersediaan Akses Air Minum
Akses aman 76% - 100%populasi tidak dapat
terhadap air mengakses air minum yang aman
minum 51% - 75% populasi tidak dapat
(memiliki mengakses air mjonTD yang aman
kualitas
tidak berwama,
tidak berbau,
dan tidak
berasa) 25% - 50%populasi tidak dapat

mengakses air minum yang aman

Mohondapat dilampirkan 1 foroyang memperlihatkao ketidaksesuaian
dengan Persayaratan teknis bangunan pada lokasi.
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I. DISI PENGELOLAAN PERSAMPAH

....' - - - - - _ .

Mohon dapat diJampirkan 1 foto yang rnemperlihaikan kondisi prasarana
pengelolaan air Umbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan
teknis .

76% - 100% area memitiki prasarana dan
sarana pengelolahan air Iimbah yang
udak memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolahan air Umbab yang
tidakmemenuhi persyaratan teknis
25% - 50% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolahan air Umbah yang
tidak memenuhi persyaratan teknis

Kloset yang Terhubung Oengan Tangki
Septik
Tidak Tersedianya Sistem Pengelolahan
Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian
Praaarana dan
Sarana
Pengelolahan Air
Limbah dengan
persyaratan
teknis

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Persyaratan Teknis

Prasarana dan
Sarana
pengolahan
air Limbah
yang ada Pada
Lokasi

Mohon dapa.t dilampirkan 1 foto yang mempedihatkan / menjelaskan
sistem Pengelolaan air limbah pads. lokasi

25% - 50% areamemiliki sistem
Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
Persyaratan teknis

76% - 100% area merniliki sistem
Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
Persyaratan teknis
51% - 75% area memlliki slstern
Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
Persyaratan teknis

Sistem
Pengelolaan
Air Limbab
ddak
Memadru
(kakus/k1ose
yangTidak
terhubung
dengan
tangki
septik /!PAL

H. KONDISl PENGELOLAAN AIR L1MBAH
I.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan
Terknis

76% - 100% area memiiki kualitas
Kontruksi drainase lingkungan buruk
51% - 75% area memiiki kualitas
Kontruksi drainase lingkungan buruk
25% - 50% area memiiki kualitas
Kontruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilamplrkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas
konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

Saluran beton

Saluran pasang batu

Saluran tanah

Kualitas
Kontruksi

3. KualitasKontruksiDrainasc:
-Jenis
Konstruksi
drainase
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2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
Sarana Proteksi Alat Pemadam i Rin

....................................................................... - ~ ~ .

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-rnasing
sistem Proteksi Kebakaran pada lokasi/

25% - 50% area tidak memilikj prasarana
proteksi Kebakaran

76% - 1000/0area tidak memiliki prasarana
proteksi Kebakaran
51% - 75% area tidak merniliki prasarana
proteksi Kebakaran

Sarana Komunikasi
Data tentang sistem proteksi kebakaran

Jalan lingkungan yang memadai untuk
Sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran

Ketidaksesuaian
Prasarana
Proteksi
Kebakaran

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN
1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Pasokan 811' untuk pemadam kebakaran
Proteksi
Kebakaran
Lingkungan
yang ada

2. Sistem Pengelolahan Persampahan Tidak Sesuai Standar Telmis
Sistem 76% - lOOOA,area memiliki sistem
Persampahan pengolahan
[pemilahan, Persampahan yang tidak sesuai standar
pengumpulan, Teknis
pengangkutan. 51% - 15% area memiliki sistem
pengolahan) pengolahan persampahan yang tidak

seSU81slandar leknis
25% - 50% area memili.k:isiatem
pengolahan persampahan yang tidak
sesuai standar teknis

.............................. .

Mohon dapat dilampirkan 1 fotoyang memperlihatkan kondisi
prasarana pengelolaan air hmbah pada lokasr yang tidak memenuhi
persyaratan teknis .

25% - 50% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolahan persampahan tidak
memenuhi persyaratan teknis

76% - 100% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolahan persampahan tidak
memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolahan persampahan tidak
memenuhi persyaratan teknis

Saran a pengangkut sampah
Tempat pengelolahan sampah terpadu
(TPST) pada skala lingkungan

Tempat pengumpulan sampah (TPS) aiau
TPS3R

Ketidaksesuaian
Prasarana dan
Sarana
dengan
Persyaratan
Teknis

Sarana
Persampahan
yang ada
pada lokasi

1. Prasarana dan Sarana Persampaban Tidak Sesuai
Persyaratan Teknis
Prasarana Ternpat sampah
dan
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Pit. BUPATJ MUARA ENIM,

,-.- ...... -- ...---- ... - ...~
: Rekapitulasi Tinskat :
: RTI RW :, .
~-- •• -- ...------- ....... _#

RW

:'-R;k;p~~j;~-Ti;g~;,-~
• •, Kelurahan
•' ----- - _ --_.

Kelurahan
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: Pendataan :' ............ ---------_. ~.

, "'.----:--,'" --- --,
: Rekapitulasi T,nsknl :
: !<_~c_a~!~o..'!. ............. !

Kecamatan

KOla

Masyarakil
PadaLokasi

I Indikul Perumahan
Kumuh dan Pemuluman
Kumuh Berdasarkan ned
IL- ~_·II_/(_/I_' ~

2 Pendat.. o Lokasi J Rckaritulasi
.~Perum.h.n Kurnub dan PemuLimln Kumuh•• ~ Ilasil Pend.tlln

vang Tenndikui

. PROSEDUR PENDATAAN

Mohon dapat dilampirkan I fOIO yang surnbcr pasokan air untuk pemadnman dl lokast

76% - 100% area tida k memiliki samoa
Proteksi Kebakaran
51% - 75% area tidak memlliki sarana
protekai Kebakaran

25% - 50% area tidak memillld sarana
proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan
Sarona Proteksi
Kebakaran

2. Kctidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
Sarana Proteksi ~ A1at Pemadam Api Ringan (APARI
Kcbakaran Kendaraan pemadam kebakaran
Lingkungan yang
Ada Mobil tangga

.................. ..•...................
Mohon dapat dilampirkan ) fol.oyang mempertihatkan masing-masing
sistem Protcksi Kcbakaran pada lokasi/

25% - 50'70area tidak memiliki prasarana
proteksi Kebakaran

f-.

51% - 75% area tidak memiliki prasarana
proteksi Kebakaran

Proteksi
Kebakaran
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IA. IUI:,Nllt'lKAtSl K.UNDIISI 'HAN -I. Kondisi a. Ket idakteratu ran • Tidak memenuhi ketentuan lata • 76% - 100% 5
Bangunon Bangunan bangunan dalarn RDTR, mefiputi bangunana'kada
Gedung pengaturan bentuk, besaran, lokasi lid

rnemil iki keteraturanperletakan, dan tampilan • 51% -75% 3bangunan pada suatu zona; bangunan pada Dokumen RDTR
dan/atau lokasi tidak & RTBL, Format

• Tidak memenuhi ketentuan tara memiliki Isian, Observasi
bangunan dan tata kuaLitas keteraturan
lingkungan dalam RTBL. meliputi

25%- 50% I
pcngaturan blok lingkungan, kapling, •
bangunan, keringgian dan elevasi bangunan pada
lantai, konsep iderultas lingkungan, lokasi tidak

konsep orientasi lingkungan, dan memiliki
waiah ialan. keteraturan

b. Tingkat Kepadaian KDB melebihi ketentuan RDTR. • 76% - 100% bangunan 5 .,
• -.

Bangunan dan/atau RTBL; memiliki lepadatan

• KLB melebihi Iketcntuan dalam tidak sesuai Dolrumen
RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau

Ketentuan RDTR&
• 51% - 75% bangunan 3 RTBL.• Kepadatan bangunan yang ringgi memiliki Jepadatan

pada lokasi, yaitu: Dokumen 1MB.
tidak sesuai Formal Isian,• untuk kota metropolitan dan kota Ketentuan

FORMULASI PENlLAlAN LOKASI

DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 .TAHUN 2023.
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKlMAN KUMUH



besar>250 unii/Ha • 250/0- 50% bangunan I PetaLokasi
• unruk kota sedang dan kota kecil >200 memiliki lepadatan
unitIHa tidak sesuai

Ketentuan
c. Ketidaksesuaian Kondisi bangunan pada lokasi tidak • 76%-100% 5

dengan memenuhi persyaratan: bangunan pada
persyaratan teknis • pengendalian dampak lingkungan lokasi tidak Wawancara.
bangunan • pernbangunan bangunan rnernenuhi Format lsian,

gedung di atas danlatau di oersvaratan teknis Dokumen 1MB,
bawah tanah, air danlatau • 51% -75% 3 Observasi
prasarana/sarana urnurn bangunan pada

• keselamatan bangunan ~edung lokasi ridak
• keseharan bangunan ge ung memenuhi

oersvaratan teknis
• 25% -50% 1

baogunanpada
lokasi tidak
memenuhi

9
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• kenyamanan bangunan gedung persyaratan teknis
• kemudahan banaunan aeduna

a. Jaringan jalan Sebagian lokasi perumahan atau • 76% - 1000/0area tidak 5
lingkungan lidak Pemukiman tidak terlayani dcngan I terlayani oleh jaringan jalan Wawancarmelayani seluruh jalan lingkungan yang sesuai dengan Iingkungan a, Format
lingkungan ketentuan teknis • 51% - 750/0area tidak 3 [sian, Petaperurnahan atau terlayani oleh jaringan

Lokasi,Pernukirnan jalan lingkungan
2. KONDISI JALAN 25% - 50% area tidak Observasi• ILlNGKlfNGAN terlayanl oleh jaringan

jalan lingkungan
b. Kualitas Permuknan JaJan Sebagian atau seluruhjalan lingkungan • 76% - 100% area
yang buruk terjadi kerusakan permukaan jalan memiliki kualitas 5

pada lokasl perumahan atau permukaan jalan yang
Pemukirnan Buruk Wawancnr

• 51% -75% area memiliki a, Format
kuatitas perrnukaan jalan 3 Isian, Peta
yang Lokasi,
Buruk Observasi• 25% - 50% area memiliki
kualitas permukaan jalan I
yang
Buruk

3. KONOISI a. akses am an air Masyarakat pad a lokasi perumahan • 76% - 100% populasi 5
PENYEDIAAN mioum tidak dan Pemuklman tidak dapat mengakses tidak dapat rnengakscs
AlRMINUM ierscdia air minum yang memiliki kualitas air rninurn

tidak becwama, tidak berbau, dan tidak yang aman
berasa • 51% - 75% populasi tidak 3 Wawancara

dapat , Format
mengakses air minurn lsian,
vana aman Observasi

• 25% - 50% populasi tidak 1
dapat mcngakses air
minumyang

10
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b. kebutuhan air Kebutuhan air minum masyarakat • 76% - 100% populasi 5
minum minimal padaJokasi perurnahan ala\.! tidak terpenuhi
setiap individu tidak Pemukiman tidak mencapai minimal keburuhan air
terpenuhi sebanyak 60 liter/orang/hari minurnminimalnya

• 51% - 75% populasi 3
tidak terpenubi Wawanc
keburuhan air ara,
minum minimalnya Format

• 25% - 50% populasi I lsian,
tidak terpenuhi Observas
keburuhan air

Iminum minimalnya

11
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• 76% - 100% area 5
tidak tersedia
drainase
lingkungan
dan/atau tidak
terhubung dengan
hirarki
diatasnv3

• 51% - 75% area 3
tidak tersedia
drainase Wawancara,
lingkungan Format (sian.
dan/atau tidak Peta RIS,
terhubung dengan Observasi
hirarki
di atasn~.fL

• 25% - 50% area 1
tidak tersedia
drainase
Jingkungan
dan/atau tidak
terhubung dengan
hirarki
diatasnva

• 76% - 1000/0area 5
terjadi
gcnaogan> 30cm,
> 2jam dan>
2 x setahun

• 5 J % - 75% area 3 Wawaocara.
terjadi Format (sian.
genangan>30cm, Pets RlS,
> 2 jam dan> Observasi2 x setahun

Jaringan drainase lingkungan tidak mampu
mengaLirkan limpasan air sehingga
menimbulkan genangan dengan tinggi Jebih
dan 30 em selarna lebih dari 2 jam dan
terjadi leblh dari 2 kali setahun

Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak
tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan
saluran pada hierarki di atasnya sehingga
menyebabkan air tidak dapat rnengalir dan
menirnbulkan genangan

lNUI"'" IUK

b. Drainase
lingkungan tidak
mampu
mengalirkan
limpasan air hujan
sehingga
menirnbulkan
genangan

a. drainasc lingkungan
tidak tersed ia

K.K1II:.KlA

4. K0NDISI
DRA1NASE
UNGKUNGAN

12
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25% - 500/0area I•
terjadi
genangan> 30cm,
> 2 ~am dan > 2 x
seta un

a. Kualitas Kualitas konstruksi drainasc buruk karen a • 760/0 - 100% 5
Kontruksi berupa galian tanah tanpa material pelapis area memiliki
Drainase atau penutup maupun karena Lelah terjadi kualitas
Iingkungan kerusakan kontrsuksi
buruk drainase

lingkun2an buruk
• 51% - 750/0 3 Wawancara,

area memiliki Format Isian,
kualitas Pera RJS,
kontrsuksi Observasi
drainase
lingkungan buruk

• 250/0 - 50% 1
area memiliki
k.uaJitas
kontrsuksi
drainase
lingkungan buruk

S. KONDIS[ a. sistern Pengelolaan air limbah pada lokasi • 76% - 1000/0 5
PENGELOLAAN pengelolaan peru mahan atau Pernukirnan tidak memiliki area memiliki
AIRLIMBAH air lim ball tidak sistem yang rnernadai, yaitu kakus/kloset sistem air

rnernenuhi yang ridak terhubung dengan iangki septik limbah yang
persyaratan teknis baik secara individual/domestik, kornunal tidak Wawancara,

maupun terpusat. sesuai standar Format Isian,teknis
• 51%, - 75% area 3 Peta RIS,

memiliki sistem Observasi
air limbah yang
tidak sesuai

13
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DATA

standar tekrns
• 25% - 50% area 1

rncmiliki sistem air
limbah yang tidak
sesuai
standar teknis

b. prasarana dan Kondisi prasarana dan sarona pengelolaan • 76% - 100% 5
sarana pcngelolaan air limbah pad a lokasi perumahan atau area mcrmliki
air limbah tidak Pemukiman dimana: prasarana air
memenuhi 1. kakus/kloser tidak tcrhubung dengan limbah tidak
persyaratan teknis tangki septi k; sesuai persyaratan

2. tidak tersedianya sistem pengolahan teknis
• 51% - 75% 3lirnbah setempat ainu lerpusat area memiliki Wawancara,

firasarana air Format
mbab tidak tsian, Peta

sesuai RIS.persyaratan Observasitcknis
• 25% - 50% area I

memiliki
prasarana air
limbah tidak
sesuai persyaratan
teknis

6. KONDISJ a. prasarana dan Prasarana dan saran a persampahan pada • 76% - 1000/0 5
PENGELOLAAN sarana persampahan lokasi perurnahan 8t8U Pemukirnan tidak area memiliki
PERSAMPAHAN tidak memenuhi sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: prasarana

dengt\J1 persyaratan I. tempat sarnpah dengan pemilahan pengelolaan
reknis sampah pada skala domestik atau persarnpahan

rumah tangga; yang tidak
2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau rnernenuhi

persyaratan teknis

14
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TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada 51%-75%• 3
skala lingkungan; area memiliki Wawancara,

3. sarana pengangkutan sampah pada prasarana Format
skala lingkungan; dan pengelolaan [sian, Peta

4. tcmpat pcngoJahan sampah terpadu persampahan RIS,
(TPST) pactaskala lingkungan. yang tidak Observasi

memcnuhi
persvaratan teknis

• 25%- 50% 1
area memiliki
prasarana
pengelolaan
persampahan
yang lidak
memenuhi
oersyaratan teknis

b. sistcm pcngclolaan Pengelolaan persampahan pada lingkungan • 760/0-100% 5
persampahan tidak perumahan atau Pernukiman tidak area memiliki
mcmenuhi memenuhi persyaratan sebagal berikut: sistern
pcrsyaratan tcknis 1. pewadahan dan pemilahan domestik; persampahan

2. pengumpulan lingkungan; lidak
3. pengangkutan lingkungan: scsugj standar
4. pengolahan lingkungan • 510/0 -75% area 3 Wawancara,

memiliki sistem Formal
persampahan lsian, Peta
tidak sesuai RIS,
standar Obscrvasi

• 250/0- 50% area 1
memiliki sistem
persampahan
tidak sesuai
standar

7. KONDlSl a. prasarana proteksl Tidak tersecnnnya prasacana proteksi • ~~o/~- lOO~ area ;:, wawancara,
kebakaran tidak memiliki Format

15
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PROTEKSI Kebakarao pada 1okasi.yaitu: ~rasarana proteksr Isian,
KEBAKARAN tidak tersedia I. pasokan air; ebakaran Peta

2. jaJan Iingkungan; • 51%-75%area 3 RIS,tidak memiliki
3. sarana komunikasi; dan/atau prasarana proreksi Obs
4. data sistem proteksi kebakaran 1ingkungan; eTVakebakaran si• 25% - 50% area 1

tidakmemiliki
prasarana proteksi
kebakaran

b. sarana proteksi Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran • 76% - 100%area 5
kebakaran pads lokasi, yaitu: tidak memilik.i sarana

rida I Alai Pcmadam Api Ringan (APAR); proteksi kebakaran Wawancar
k tersedia 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau • 51%-75%area 3 a, Format

3. mobil tangga sesuai kebutuhan. tidak memiliki
sarana proteksi lsian, Peta

RIS.kebakaran Observasi• 25% - 50% area 1
tidak memiliki
sarana proteksi
kebakaran

lB. IUtN I ttl AS' '.I-:( IL1TAS TANAH
I.LEGALITAS B. Kejelasan Kejelasanterhadap status penguasaan tanah • Keseluruhan lokasi

TANAH Status berupa: memiliki kejelasan (+)
Penguasaan I. kepemilikan sendiri, dengan bukti status penguasaan
Tanah dokumen sertifikat hak atas tanah atau tanah, baik milik

bcntuk dokumen keterangan status tanah sendiri atau Wawancar
milik pihak lain a, Format

16



- ~.

lainnya yang sah; atau Sebagian atau Isian,0

2. kepemilikan pihak Lain(termasuk rnilik keseluruhan lokasi Dokumen
adat/'ulayat). dengan bukti izin tidak memiliki Pertanaha
pernanfaatan tanah dari pemegang hak kejelasao status (-I n,
atas tanah atau pemilik tanah dalam penguasaan tanah, Observasi
bentuk perjanjian tertulis antara baik milik sendiri
pernegang hak atas tanah atau pemilik atau milik pihak lain
tanah denaan

b. Kesesuaian RTR Kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam 0 Keseluruhan lokasi
rencana tara ruang (RTR), dengan bukti Izin berada pada zona (+)
Mendicikan Bangunan atau Surat Keterangan peruntukan
Rencana Kabupaten/Kota (SKRK). perumahanJPemukim Wawancar

an a, Format
sesuai RTR [sian,

0 Sebagian atau RTRW,
keseluruhan lokasi RDTR.,
berada bukan pada (-) Observasi
zona peruntukan
perumahan/Pemuki
man
sesuai RTR

C.IVtN 111" YJ:;K .N LAIN
I.PERTIMBANGAN a. Nilai Strategis Pertunbangan Ietak Iokasi peru mahan atau o ,=,O~I terletak pada .) Wawancar

funesi a, format
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DATA

LAIN Lokasi Pemukirnan pada: srrategrs kabupaten/kora [sian,
I fungsi straregis kabuparen/kota; atau • Lokasi tidak terletak pada I RTRW,
2. bukan fungsi strategis kabupatenlkota fungsi strategis ROTR.

kabupaten/kota Observasi
b. Kependudukan Pertirnbangan kepadatan penduduk pad a Untuk MetroBolitan& Kota 5

lokasi perumahan atau Pemukiman dengan Besar
klasifikasi: • Kepadatan Penduduk
I. rcndah yaitu kepadatan penduduk di pad a Lokasi sebesar

bawah [50 jiwa/ha; >400 J iwa/[-Ia
2. sedang yaitu kcpadatan penduduk Unluk Kora S~dan&& Kola

antara I5 J - 200 j iwa/ha; ~
3. tinggi yaitu kepadatan penduduk • Kepadaian Penduduk Wawancara,

antara 201-400jiwalha; pada Lokasi sebesar Formal
4. sangat padat yaitu kepadatan >200 Jiwa/Ha lsian,-penduduk eli atas 400 j iwa/ha. • Kepadatan Penduduk Statistlk,

pads Lokasi sebesar 3 Obsorvasi
151 -200
Jiwa/Ha .._

• Kepadatan Penduduk [
pada Lokasi sebesar
<150 Jiwa/Ha

c. Kondisi Sosial. Pertirnbangan potensi yang dimiliki lokasi • Lokasi merniliki potensi
Ekonomi, dan perumahan atau Pemuk irnan berupa: sosial, ekonomi dan 5
Budaya l. potcnsi sosinl yaitu tingkat partisipasi budaya untuk

masyarakat dalam mendukung dikembangkan atau
pernbangunan; dipelihara Wawancara,

• Lokasi tidak memiliki Format
2. potensi ekonomi yaitu adanya

potensi sosial, ekonomi lsian,kegiatan ekonomi tertentu yang
bersifat strategis bagi rnasyarakat dan budaya tinggi Observasi

untuk dikernbangkan 1
seternpat;

3. potensi blldaya yaitu adanya keglatar atau dipelihara

atau
warisan budaya tertentu yang dimiliki
rnasyarakat setempat
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Plt. Bupati Muara Enim,

SKALA PRJORlTAS
PENANGANAN

N1LAI IKETERANG AN BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI
A A A A A B B B B B B C C C C C C6
2 3 4 5 6 J 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Kondisi Kekumuhan
60-80 Kurnub Berai X X X X X
38-59 Kurnuh Sedang X X X X X X
16-37 Kurnub Ringan X X X X X X

Lea alitas Tanah
(+) Status Tanah Legal X X X X X X X X
(-) Status Tanah Tidak X X X X X X X X X

Legal
Pertimbangan Lain

11-15 Pertimbangan Lain X X X X X
[ringgi

6- 10 Pertimbangan Lain X X X X X X
Sedang

1-5 IPcrtimbangan Lain X X X X X X
lRendah

11.2FORMULASl PENlLAlAN , BERBAGAl KEMUNGKINAN KLASIFTKASl DAN SKALA
PRlORlTAS PENANGANAN
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